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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk
mengetahui  bagaimana  kekuasaan DPR
sebelum amandemen Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun1945 dan
bagaimana kekuasaan DPR sesudah
amandemen Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dan disimpulkan: 1. Pasal 21 ayat 1
UUD 1945 (sebelum amandemen) vyang
mengatakan : Anggota-anggota DPR berhak
memajukan Rancangan Undang-Undang. Hak
inilah secara konstitusional disebut hak inisiatif
DPR dibidang Perundang-Undangan. Namun
dengan begitu adanya kerja sama antara
Presiden dan DPR dalam lapangan Undang-
Undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal
20 ayat 1, maka pemerintah tidak bisa
membuat  peraturan  Perundang-Undangan
dengan sewenang-wenang. 2. Bahwa
keberadaan DPR setelah perubahan UUD 1945
banyak mengalami perubahan, Penguatan DPR
tercermin dalam penguatan ketiga fungsi pokok
DPR, vaitu fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran. Kewenangan membentuk Undang-
Undang tidak lagi berada ditangan Presiden,
namun telah beralih ke DPR. Rancangan
Undang-Undang vyang telah mendapatkan
persetujuan bersama Presiden dan DPR dan
kemudian tidak mendapatkan pengesahan
Presiden, tetap secara otomatis menjadi
Undang-Undang.

Kata kunci: Kekuasaan, Dewan Perwakilan
Rakyat, Amandemen, UUD 1945
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Pada kurun waktu tahun 1999-2002,
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami
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empat kali perubahan (amandemen).
Perubahan (amandemen) Undang-Undang
Dasar 1945 ini, telah membawa implikasi
terhadap sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan
Indonesia, maka berubah pula susunan
Lembaga-Lembaga Negara yang ada.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan
secara bertahap dan menjadi salah satu agenda
Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga
perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR
tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan
dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas
melakukan pengkajian secara komprehensif
tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan
Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang
Pembentukan Komisi Konstitusi.>

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang
Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah
membatasi kekuasaan Presiden dan
memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang
Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah
wilayah negara dan pembagian pemerintahan
daerah, menyempurnakan perubahan pertama
dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan
ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang
HAM. Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada
Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi
ketentuan  tentang  Asas-asas landasan
bernegara, kelembagaan negara dan hubungan
antar lembaga negara, dan ketentuan-
ketentuan tentang Pemilihan Umum.
Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang
Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan
pada Perubahan Keempat adalah ketentuan
tentang kelembagaan negara dan hubungan
antar lembaga negara, penghapusan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang
pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang
perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan
aturan peralihan serta aturan tambahan.”

: Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi
berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No.
II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Artikel
tentang ldeologi, Pancasila, dan Konstitusi. Oleh Oleh:
Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H

*Hasil Sidang Tahunan MPR. Dikutip dari artikel: Prof. Dr.
Jimly Asshiddigie, S.H. Tentang ldeologi, Pancasila, dan
Konstitusi. HIm 9
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Perubahan-perubahan  tersebut  diatas
meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945.
Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir
ketentuan, maka setelah empat kali mengalami
perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai
dengan kesepakatan MPR yang kemudian
menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No.
IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak
akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat
cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang
mencerminkan kesamaan-kesamaan
kepentingan di antara sesama warga
masyarakat yang dalam kenyataannya harus
hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.
Hendaklah keterbukaan tetap dijamin dan
dalam menyelesaikan masalah — masalah yang
dihadapi hendaklah melalui pendekatan -
pendekatan persuasif dan dialogis, sehingga
perbedaan pendapat yang ada bukan hanya
saling mengalahkan dan saling mematikan,
tetapi saling mengisi sehingga aspirasi tetap
tertampung sementara ketertiban umum pun
tetap terjamin juga.5

Setelah terjadinya perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat beberapa
perubahan kewenangan yang dimiliki oleh
beberapa lembaga negara, salah satunya yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum
dilakukannya amandemen UUD 1945, tugas
dan wewenang DPR adalah memberikan
persetujuan atas RUU pasal 20 (1), mengajukan
rancangan Undang-Undang pasal 21 (1),
Memberikan persetujuan atas PERPU pasal 22
(2), dan Memberikan persetujuan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal
23 (1). UUD 1945 tidak menyebutkan dengan
jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di
atas terdorong penulis untuk menulis skripsi
dengan judul: “Kekuasaan Dewan Perwakilan
Rakyat Sesudah Amandemen Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”

B. Perumusan Masalah

> Baharudin Lopa. Pertumbuhan Demokrasi Penegakan

Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. PT Yarsif
Watampone. Jakarta. 1999. Him 10

1. Bagaimanakah kekuasaan DPR sebelum
amandemen Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun1945?

2. Bagaimanakah kekuasaan DPR sesudah
amandemen Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 19457

C. Metode Penulisan

penelitian ini merupakan bagian dari
Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan
“cara meneliti bahan pustaka atau yang
dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.®
Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif
tujuannya, vyakni  mencakup  penelitian
inventarisasi hukum positif, penelitian asas -
asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian
hukum yang mengkaji sistematika Peraturan
Perundang-undangan, penelitian yang ingin
menelaah  sinkronisasi  suatu  Peraturan
Perundang - undangan, penelitian
perbandingan hukum, dan penelitian sejarah
hukum.’

PEMBAHASAN
A. Kekuasaan Dpr Sebelum Amandemen Uud

Negara Repubik Indonesia Tahun 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 selalu
menjadi sorotan dan kritik masyarakat
terhadap UU Susduk MPR, DPR, DPRD, adalah
masalah komposisi keanggotaan MPR, DPR, dan
DPRD. Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi
negara berada di bawah Presiden/eksekutif,
bukan sebaliknya MPR menjadi lembaga elitis
yang lebih banyak mneyuarakan kepentingan
penguasa. Sedangkan DPR, sepanjang orde
baru belum secara optimal menjalankan
fungsinya  sebagai  wakil rakyat yang
menyuarahkan aspirasi rakyat, mengawasi
pemerintah dan mengajukan gagasan atau
inisiatif dalam bentuk perancangan Perundang-
Undangan.?

Dalam bab ini akan dibahas mengenai
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
sebelum perubahan antara lain sebagai berikut:

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op — Cit, him 14.

" Amirudin dan Zainal Asikin, Op — Cit, him 120 —132.

& Ni’Matul Huda. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan
Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Pusat Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2000. HIm
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Pasal 20 ayat 1: “Tiap-tiap Undang-Undang
menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”.’

Pasal 20 ayat 2: “Jika suatu rancangan
Undang-Undang tidak mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”."

Pasal 21 ayat 1: “Anggota-anggota Dewan
Perwakilan ~ Rakyat berhak  mengajukan
rancangan Undang-Undang”."!

Pasal 21 ayat 2: “Jika rancangan itu,
meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
masa itu”."?

Pasal 22 ayat 1: “Dalam hal ihwal
kepentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-Undang”."®

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang adalah bentuk Peraturan Perundang-
Undangan yang ditetapkan Presiden tanpa
dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat
terlebih dahulu.™

Pasal 22 ayat 2: “Peraturan pemerintah itu
harus mendapat Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang
berikut”.”

Pasal 22 ayat 3: “Jika tidak mendapat
persetujuan, maka peraturan pemerintah itu
harus dicabut”.*®

Pasal 23 ayat 1: “Anggaran Pendapatan dan
Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan

Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan

° Penjelasan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 (sebelum

amandemen)

> Penjelasan pasal 20 ayat 2 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

n Penjelasan pasal 21 ayat 1 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

2 Penjelasan pasal 21 ayat 2 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

B Penjelasan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

¥ soehino. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-
Undangan. Liberty. Yogyakarta. 1991. Him 20

B Penjelasan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

16 Penjelasan pasal 22 ayat 3 UUD 1945 (sebelum
amandemen)
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Rakyat tidak menyetujui anggaran vyang
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu”."

Pasal 23 ayat 2: “Segala pajak untuk
keperluan negara berdasarkan Undang-
Undang”."®

Pasal 23 ayat 3: “Macam dan harga mata
uang ditetapkan dengan Undang-Undang”."®

Pasal 23 ayat 4: “Hal keuangan negara
selanjutnya diatur dengan Undang-Undang”.”

Pasal 23 Ayat 5: “Untuk memeriksa
tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan
yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.*!

Fungsi dan Tugas DPR:

a) Bersama-sama Pemerintah

menetapkan Undang-Undang (Pasal 5
ayat 1 jo, Pasal 20 ayat 1 UUD 1945);

b) Melalui Undang-Undang menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Pasal 23 ayat 1 UUD 1945);

¢) Memberikan persetujuan  kepada
Presiden atas pernyataan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain (Pasal 11 UUD

1945).%

B. Kekuasaan Dpr Sesudah Amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Perubahan pertama yang dilakukan pada

tahun 1999 ditandai dengan penguatan peran

DPR, dan sebaliknya mengurangi peran

Presiden, dengan kewenangannya dalam

pembentukan Undang-Undang. Perubahan

Radikal terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) :

“Presiden berhak mengajukan rancangan

Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan

v Penjelasan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (sebelum

amandemen)

18 Penjelasan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

1 Penjelasan pasal 23 ayat 3 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

2 Penjelasan pasal 23 ayat 4 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

2 Penjelasan pasal 23 ayat 5 UUD 1945 (sebelum
amandemen)

2 Penjelasan pasal 20 ayat 1, 23 ayat 1, pasal 11 UUD
1945 (sebelum amandemen)

171



Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei/2016

Rakyat”.  Sebelumnya  bahwa Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-
Undang dengan persetujuan DPR, menjadi
Presiden berhak mengajukan rancangan kepada
DPR, telah mengurangi secara signifikan
kekuasaan Presiden dalam membuat Undang-
Undang.

Perubahan pasal 5 ayat (1): “Presiden
berhak mengajukan rancangan Undang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Diikuti
dengan perubahan pasal 20 UUD NRI Tahun
1945:

1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
kekuasaan membentuk Undang-
Undang;

2) Setiap rancangan Undang-Undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden untuk medapat
persetujuan bersama;

3) Jika rancangan Undang-Undang itu
tidak medapat persetujuan bersama,
rancagan Undang-Undang itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Pewakilan Rakyat masa itu;

4) Presiden mengesahkan  rancangan
Undang-Undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi Undang-
Undang;

5) Dalam hal rancangan Undang-Undang
yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh presiden dalam
waktu tiga puluh hari sejak rancangan
Undang-Undang itu di  setujui,
rancangan Undang-Undang tersebut
sah menjadi Undang-Undang dan wajib
diundangkan.”

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD NRI 1945
adalah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 UUD Rl 1945: “Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain”.**

Pasal 11 Ayat 2: “Presiden dalam membuat
perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

2 Penjelasan Pasal 5 diikuti dengan Pasal 20 UUD 1945.
(setelah amandemen)

2 Penjelasan pasal 11 ayat 1 UUD 1945. (setelah
amandemen)

beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan
Undang-Undang harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat”.”

Pasal 13 ayat 2: “Dalam hal mengangkat
duta, Presiden memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat”.?

Pasal 13 Ayat 3: “Presiden menerima
penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat”.”

Pasal 14 ayat 2 UUD RI 1945: “Presiden
memberi  amnesti dan abolisi  dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat”.?®

Pasal 20A Ayat 1 UUD RI 1945: “Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.”

Pasal 20A Ayat 2: “Dalam melaksanakan
fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-
pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.*

Pasal 20A Ayat 3: “Selain hak yang diatur
dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak
imunitas”.**

Pasal 20A Ayat 4: “Ketentuan lebih lanjut
tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam
Undang-Undang”.*?

Undang-Undang yang dimaksud tersebut
adalah Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

» Penjelasan pasal 11 ayat 2 UUD 1945. (setelah

amandemen)
2 Penjelasan pasal 13 ayat 2 UUD 1945. (setelah
amandemen)
7 Penjelasan pasal 13 ayat 3 UUD 1945. (setelah
amandemen)
8 Penjelasan pasal 14 ayat 2 UUD 1945. (setelah
amandemen)
2 Penjelasan pasal 20A ayat 1 UUD 1945. (setelah
amandemen)
30 Penjelasan pasal 20A ayat 2 UUD 1945. (setelah
amandemen)
3 Penjelasan pasal 20A ayat 3 UUD 1945. (setelah
amandemen)
32 Penjelasan pasal 20A ayat 4 UUD 1945. (setelah
amandemen)
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 69 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atau dikenal dengan Undang-Undang MD3,
menjelaskan mengenai fungsi dari pada DPR.
Yaitu pada ayat 1, DPR mempunyai fungsi: a.
legislasi, b. pengawasan c. anggaran. Ketiga
fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan
dalam kerangka representasi rakyat, dan juga
untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.®

Pasal 70 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014
tentang MD3 menjelaskan; “Fungsi legislasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR
selaku pemegang kekuasaan membentuk
Undang-Undang”.

Pasal 70 Ayat 2; “Fungsi anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf b dilaksanakan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap rancangan
Undang-Undang tentang APBN yang diajukan
oleh Presiden”.

Pasal 70 Ayat 3; Fungsi pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan melalui pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.**

Wewenang DPR yang tertuang dalam pasal
71 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3
antara lain:

a. Membentuk Undang-Undang  yang
dibahas  dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;

b. Memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan  terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang vyang diajukan oleh
Presiden untuk menjadi Undang-Undang;

c. Membahas rancangan Undang-Undang
yang diajukan oleh Presiden atau DPR

3 Penjelasan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 17
tahun 2014 tentang MD3.

34 Penjelasan Pasal 70 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang nomor
17 tahun 2014 tentang MD3
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yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, dengan
mengikutsertakan DPD sebelum diambil
persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden;

. Memperhatikan pertimbangan DPD atas

rancangan  Undang-Undang tentang
APBN dan rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama;

. Membahas bersama Presiden dengan

memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan
Undang-Undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden;

Membahas dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang disampaikan oleh DPD
atas pelaksanaan Undang-Undang
mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,
dan agama;

. Memberikan persetujuan kepada

Presiden untuk menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan negara
lain;

. Memberikan persetujuan atas perjanjian

internasional tertentu yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara dan/atau
mengharuskan perubahan atau
pembentukan Undang-Undang;
Memberikan  pertimbangan  kepada
Presiden dalam pemberian amnesti dan
abolisi;

Memberikan  pertimbangan  kepada
Presiden dalam hal mengangkat duta
besar dan menerima penempatan duta
besar negara lain;

. Memilih anggota BPK dengan

memperhatikan pertimbangan DPD;
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I. Memberikan persetujuan kepada
Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

m. Memberikan persetujuan calon hakim
agung yang diusulkan Komisi Yudisial
untuk ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden; dan

n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi
dan mengajukannya kepada Presiden
untuk diresmikan dengan keputusan
Presiden.*

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan
mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib, yaitu
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Tata
Tertib.

Terkait dengan fungsi DPR, DPR juga
memiliki tugas dan wewenang antara lain yang
termuat dalam pasal 7 Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1
tahun 2014 tentang Tata Tertib :

a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan
menyebarluaskan  program  legislasi
nasional;

b. Menyusun, membahas, dan
menyebarluaskan rancangan Undang-
Undang;

c. Menerima rancangan Undang-Undang
yang diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah;
d. Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan
kebijakan pemerintah;

e. Membahas dan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK;

f. Memberikan  persetujuan  terhadap
pemindahtanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-

» Penjelasan Pasal 71. Undang-Undang nomor 17 tahun
2014 tentang MD3

Undangan dan terhadap perjanjian yang
berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara;

g. menyerap, menghimpun, menampung,
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diatur
dalam Undang-Undang.*®

Pasal 21 ayat 1: “Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan
Undang-Undang”.’

Pasal 22 ayat 2: “Peraturan Pemerintah itu
harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang
berikut”.*®

Pasal 22 Ayat 3: “Jika tidak mendapat
persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu
harus dicabut”.

Pasal 22D ayat 3 UUD RI 1945: “Dewan
Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
mengenai: otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama
serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.*

Pasal 22E ayat 2 UUD RI 1945: “Pemilihan
umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*

Pasal 23 ayat 2 UUD RI 1945: “Rancangan
Undang-Undang anggaran pendapatan dan
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat

3 Penjelasan pasal 7 Peraturan DPR Rl nomor 1 tahun
2014. Tentang Tata Tertib

7 Penjelasan pasal 22 ayat 2. UUD 1945 (setelah
amandemen)

38 Penjelasan pasal 22 ayat 3. UUD 1945 (setelah
amandemen)

3 Penjelasan pasal 22D ayat 3. UUD 1945 (setelah
amandemen)

40 Penjelasan pasal 22E ayat 2. UUD 1945 (setelah
amandemen)
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dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah”.*!

Pasal 23 Ayat 3: “Apabila Dewan Perwakilan
Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan
oleh  Presiden, Pemerintah menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun yang lalu.”?

Pasal 23E ayat (2): “Hasil pemeriksa
keuangan negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai
dengan kewenangannya”.*?

Pasal 23F ayat 1: “Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden”.**

Pasal 24A ayat 3 UUD RI 1945: “Calon hakim
agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan
Perwakilan ~ Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden”.*

Pasal 24B ayat 3 UUD Rl 1945: “Anggota
Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat”*®

Pasal 24C ayat 2: “Mahkamah Konstitusi
wajib memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.*’

Pasal 24C Ayat 3: “Mahkamah Konstitusi
mempunyai sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

4 Penjelasan pasal 23 ayat 2. UUD 1945 (setelah

amandemen)
2 Penjelasan pasal 23 ayat 3. UUD 1945 (setelah
amandemen)
3 Penjelasan pasal 23E ayat 2. UUD 1945 (setelah
amandemen)
“ Penjelasan pasal 23F ayat 1. UUD 1945 (setelah
amandemen)
45 Penjelasan pasal 24A ayat 3. UUD 1945 (setelah
amandemen)
4 Penjelasan pasal 24B ayat 3. UUD 1945 (setelah
amandemen)
6 Penjelasan pasal 24C ayat 2. UUD 1945 (setelah
amandemen)
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Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh
Presiden”.*®

Demikian pada pokoknya keberadaan DPR
setelah adanya amandemen dalam UUD 1945
yang semakin memperkuat kedudukan DPR
dalam hal fungsi legislasi, kewenangan lain yang
kuat adalah dalam hal pengawasan, menyerap,
menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan DPR terhadap
Pemerintah dan lembaga yang lain demikian
luas. Hakekat pengawasan adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dan
pengejawatahan anggaran, dengan melakukan
pembahasan APBN dengan keanggotaan panitia
anggaran di tetapkan pada permulaan masa
keanggotaan DPR, juga tentang susunan
keanggotaan panitian anggaran yang terdiri
atas anggota-anggota seluruh unsur komisi.

Tiap anggota DPR tidak dapat di tuntut di
hadapan pengadilan secara lisan ataupun
tertulis dalam rapay DPR, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan tata tertib dan
kode etik lembaga-lembaga negara. Juga
anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan
sebagai pejabat negara lainnya, pegawai negeri
sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada
BUMN/BUMD atau badan lain vyang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Dan
juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan
swasta, akutan publik, konsultan, advokat,
notaris,dokter praktek dan pekerjaan lain yang
ada hubungannya dengan tugas, wewenang,
dan hak sebagai anggota DPR. lJika apabila
anggota DPR di duga melakukan perbuatan
pidana, permintaan keterangan dan
penyidikannya, harus mendapat persetujuan
tertulis dari presiden. Namun ketentuan ini
tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan
tindak pidana korupsi dan terorisme.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 (sebelum
amandemen) yang mengatakan
Anggota-anggota DPR berhak
memajukan Rancangan Undang-Undang.
Hak inilah secara konstitusional disebut

8 Penjelasan pasal 24C ayat 3. UUD 1945 (setelah

amandemen)
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hak inisiatif DPR dibidang Perundang-
Undangan. Namun dengan begitu adanya
kerja sama antara Presiden dan DPR
dalam lapangan Undang-Undang
berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20
ayat 1, maka pemerintah tidak bisa
membuat peraturan Perundang-
Undangan dengan sewenang-wenang.

2. Bahwa  keberadaan  DPR  setelah
perubahan UUD 1945 banyak mengalami
perubahan, Penguatan DPR tercermin
dalam penguatan ketiga fungsi pokok
DPR, vyaitu fungsi legislasi, pengawasan
dan anggaran. Kewenangan membentuk
Undang- Undang tidak lagi berada
ditangan Presiden, namun telah beralih
ke DPR. Rancangan Undang-Undang yang
telah mendapatkan persetujuan bersama
Presiden dan DPR dan kemudian tidak
mendapatkan  pengesahan  Presiden,
tetap secara otomatis menjadi Undang-
Undang.

B. Saran

1. Membuat hubungan antara Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Presiden
enimbulkan hubungan keseimbangan,
maka Dewan  Perwakilan Rakyat
hendaknya mampu melaksanakan
peranannya dan mewujudican fungsi
dalam rangka memelihara hubungan
keseimbangan kekuaaan dengan
Presiden, dalam sistem pengawasan.
yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat bukan semata-mata persoalan
pambagian atau pemisahan kekuasaan
tetapi pembagian  kekuasan atau
pemisahan dalam konteks pengawasan
harus dilakukan untuk menentukan
tanggung jawab secara hukum, politik,
dan moral.

2. Kewenangan vyang dimiliki oleh DPR
setelah adanya perubahan UUD 1945,
DPR harus lebih aktif dan lebih tanggap
terhadap pembentukan hukum
khususnya melalui terwujudnya
Perundang-Undangan yang relevan.
Sehingga Undang-Undang dipandang
sebagai alat legitimasi bagi apa yang
dikehendaki dan  diinginkan  oleh
pemerinah dan rakyat banyak. DPR

sebagai wakil rakyat yang duduk di
pemerintahan hendaknya benar-benar
membawakan suara rakyat bukannya
kepentingan diri sendiri.
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